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aktivis. Apa motif g?ﬁaerunrmun alihkan
kewenangan dan membebankan biava ke
:\nm.i:lran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
rbar yang pas-pasan?
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dialihkan begitu saja Lebih
anchiya big, kenapa DPREY seomu
s dergan pengalihon " Bapma

Kalss pen dialihkan, Wendra
mxmegaskou, mestmya sda kootrak
Cootohnya, pembangunsn fisik
hilakukan pusat dan pernbebasan
dilakukan wleh dacrab. “Sehaga
contoh proyek normalsas Batang
Agam & Payakumbahi. Jau proyek

Yusafui untuk tidik menbawa-
lun. Schab,

mi yang e
bagal sural menyursl socafs W
diruen besa cikazakan yang bersaig-
Kustan sddalah aktor tenggal. u?
bersangkutan supays objektil,
astinye dia yang bersalah dia yang

nasionsl. Namun hanys untuk
pembangunan saja, sedangakan
permbebasan lahan iu tangzung
jawab pemerintah dacrab. Pemba-
gian kerfa ity tertuang dalam
Aemtrak. Dalarn s ins, spalah
scha kontrakorya?™ kata Wende
Ia berpendapat, kalsu dalam
asus yang menjeral Yusafoi ini
menghing nalar hukum. Karena
pelakunya hanya berdin tunggal
“Kalasy bahasa kasarnya, pilka
hanys Yusafni yang kena, ini
penghinasn pada naler huku
Kasis sebesar ini, tersangkanya
cuma satu, dan hanya pejabat
biwsa. Dimana nalar hukumnya?
Socars ahr, tidak munghin pelaka
psi il tongeal. Malai dar
PrORES PERERCANASNYE, PECEATE
paranya, hingga pengakitan ek
rieng yang digunakan dalam pelak-
sanaan proyek ind sangal sensatil
Jadti sangat tdak meagiin diakos-
kan serahin tanpa wda koerhatan
yang Lain” panghas Wendra.
Wendra yang jupa Direktug
Fhuehutif Lembaga Kajian Hukum
dan Korupsi (Luhak) Fakuoltas
Hakum Universitas Mohamma-
dvah Suratera Borat (FHLUMSH)
juga menyentil peran Jakoa Peoun
vt U { JPLUT) yang teriihat pasif
saja selarma perssdangan. Intormas
vang dia dapatkan, JPU agak int
a kepada saksi

¥ wenggizi” dart jaksa sopu-
tar kebijukan, “Padahal beberapa
rama L!I::.L:um Suprapto dengan
jebas. Kalau jakea responsif, bra
aja munta izn ke maeis hakim
untuk memanggil pama-nama
vang dscbut kurena berhubungan
dmﬂ" perkarn yang sedang
dissdunghan,” sebut Wendra
Dituturian Wendra, para akti-
Susmher Kint menyorol iass
[ gan sangal schsama. Bebe-
rapa kali diskusi dilskukan,
bedah kases juga pernzh dilak-
sanakan oleh para aktivis. Kasus
ind memang dalant kontrol penuh
pana pahlawan-pahlawzn ant
kotupad tersebut. fila ada yang
melempem di tengah jalan, para
aktivis tidak akan tinggal diam.
“Kasus ini sudah sangat rioh.
Koalisi Masyarakat Sipil terus
melakukan monitoring dan ber-
hubungan denigan hanyak pihak
agar kasus imi diungkap secata
terang benderang Salah satunya
yang jadi pertanysan soal mol
kebtjakan pengalihan i, sebut
Wendna,

DFED Anggap Hal Biasa
Terkant kebijakan pemindahan
penganggaran provel yang seha
Fusiya didanar AVBN yang kemu-
kan ke APBD ole
. DPRIY Sumbar me
papaya hal bassa, Menuna
Ketua Komisi 1V DRI Sumbar,
Saidal hal it tak jadi persoalan
sepanjang ada sturan yang di-
pakai untuk menjalankannya,
b atwan gubermur yaog
mana wsinya tentang pemjsharan
ganitl fugi tanah terscbut, tak apa-
apa. Tujuannya bisa jadi mem-
percepat pembangunan prove
terschut,” weap Saudal.
Asggota DPRD Sumbar dan
Fraksi PKS, Mochhlasn menunts

www.harianhalusn.com. .

Jawab udak perlu

membew e ko Pk

nmys dia yang menabolon somua
sendirian, ¢ia palsukan tandata-
ngan, dia pal
yang b A

Sementara i, Ketua Fraku
PDIP, PKE dan PRB DPRD Sun-
thar, Albert Hendru Lukman me-
nychut, melihat cukup lamanya
petiyelewengan, dimara berlang-
sung dari tahun 2012 sampai
2016, ja mengakul DPRD kecolo-
ngan dan fomah dan sepi perga
wisan terkoait miasalah ma “Karea
adanya kelemaban dalam penga-
wasan, dalam rangha menyikapi
kasus SPj Fikuf ini beberapa
wakia lalu DPRD elabh mem-
beatuk panitia khusus (Panus)
Tala Kelola Keuvangan dacrah,
Saat ini Pansus masih berjalan,
jika pembahasan telah tentas akan
ada rekomendasi-rekomendasd
yarg kata sampatkan pada peine
nintah dacrah untuk mencegah hal
scrupa terjadh di masa men
datang.” pungkas Albert yang
sekarung duduk i Konisi 1DPRD
Sumbar terse

Gubermr

nbar Iraan Pra
yino dan Kabiro Humas Pem-
prov Sumbar belum membenikan
jawaban terkail perscalan in.
Pesan WhanApp dan panggilan
telepon dari wartawan Haluan
tiadab direspon keduanya. Namun,
Kadis Pemberdayaan Masyarakat
dan Perdesaan Syafrizal Ucok,
ang ditunjuk Gubernur Sumbar
rwany Prayitno sebuga Ketua Tim
Percepatan I Lakan unnsk
provek m dengan dasa dan
APBD, bisa dihubungi meiki
enggan berkomentar panjang.
“Nanti di sidang saya han
Jumat sgja saya jelaskan. Sekarang
ndak mungkin saya memhela din
{atss pernyataan Supcapto saal
berazke Permintaan schagai
wchagal warga nogara
3 i va siap hudis
(i pemenksaan sebagai siksi)
Sekarang bagaimana saya mau
mengomentarinya, Dis sudah
bilang imi itu, sckarang saya
Lomentan tadak enak. Nanti s
naya jelaskan di peruidangan,” kata
Syafrizal Ucok kepada Haluan,
Selasa (17H).

Selan Syalrizal Ucok. Bob
Hasan sclaku Penasthat Hukum
1) tersangia Yusain:, mergaku
telah menginm sural resmi be
Theberapa pejabat lain di Perproy
Sunbar, termasuk kepada Guober-
nur Sumbar Irwan Prayitoo, agar
usa hadir di persidangan Jusmmat
nanti whagal ek mermganian
bagi Yusafni Namun, usaha
konfirmasi kepada pibak ber-
sanghutan lain yang dilakukan

GHladuan tidak mendapatkan regun

wampai berita ins dituliskan

3 antara wsabz Lonfirmedi
atas permintaan hadin schaga
suksi, dan utas beberapa pernya
taan Suprapto di pemeriksain
sehagar saksi, telah d

kan

Kepala Dinas Prasgaliakim (se-
karang Dinas PU/PR) Sumbar
Supeapto menyebut, pengaliban
it dilakukan seara “embunyi”,
tanpa sepengelahuan Kemen-
terian Keuangan, Selain menye-
Tt aturan yang dilanggar dabin
pengabian lhan beberaga proyek
i Swmbar, 3 juga meryebotl
beberapa s S pbatin yang
berkomunikas: deagan Yuaalm
terkait lahan terscut.

Suprapte menjelaskin balwa
seharusnya pengadaan lahan
unmuk proveidjabin-jalan posk
di Sumbar, menjadi LangEUnE
jawab Bala Jalan, dengan pem-
Tazyzan dari APHN dan pusat, tapi
chalibban ke APBIL “Namun, saya
ridak tahu aga yang menjaci dasar
pengaliban. penganggaran ity

an ada Clubermar

Sumbas. ast it Inesy Pravino,
dsn TAPD (Tim Anggaran Pame-
nnlah Dacrah) yang salah satu
anpgotanya Sekda Al Asmarn”
kata Suprapta
uprapto mengaku beberaps
b menyampaikan kepada guber-
T, schananya proyek pengadaen
ani mengudi tangzung jawab pe-
nganggarun APDN, Karena e
nyangkut proyek pembangunan
masional. Heberapa pertimbangan
Seprapto yaog i3 sampaik
Vepada gubernur saat ity adlab,
mengingal Sumihar bukan pro-
vins: yang cukup kaya uniuk
L A provek nasional de-
sgan APHD). Lazi pula. Menten
Keuangan tdak permah mem-
berikan 1n untuk melakulan
tersebat melalu disasnya. Namun
semuanya mental. Pertimbangan
Suprapto sama sekall tdak di-
dengar. “Namun, taby u pe
kerjaan ity tetap dilakranaian,
dengan msukmya snggaran lers.
but ke dalam Dattar Tuan Penppu-
masn Anggaran (DIPA) schagai
anggaran perubahan 20127
paparnys

Tanpa meminta portimbangan
Suprapto schaga kepala dinas,
Pemerintah Provins (Pemprovy
Sumbar di hawah koordinasi
gubernul Juga membentuk tim
petcepatan pengadaan tanah
untuk lima prosek navenad er-
sebut, beberapa di snlaranya
adalah pergadaan lshan Jalan
Bypass Pading. pengadaan lahan
Jalan Sanmuslera, dan pengadsan
lahan untuk Main Stadium “Da-
sar pembentukan tin e saya
tdak tabu Setzbu aaya tidak ada
atoran membust tim itd, karena
potensal terjadi duplikasi kewe-
nangan di sana

Tapi provinw lelap
mengkoordine. Dan faktanya, tm
i sangal dominan sckal dalem
reenentuban mana vang dibayar
dan mana yang tdak. Padahat
sesual aturan, yang berperan
strategis dalam pengadasn ini

Sembilan kabwspaten!

kiota” kata Suprapio bl

Supgapto memclaskan, guber-
it menpeluarkan Surat Keporu:
san (5K} untuk Syafneal Peok
(saal itu Kabiro Pemerintahan
Setdaprov bar, sekarang
Kadis Pernherdamain Masyarakat
dan Desa), sebagai ketua him
percepatan pengadaan lanah
bentuban provins. Pihak anilah

i

Lepada Guhernur Sumbar dan
Ksburo Hukum Setdaproy Surmbas
Enfita Dyinis. Namun, keduanya
belum merespon uszha konfirmas
yang dilakukan Haluas,

Dalam sidang kusus kotupad
Surat Pertanggungjawaban (5Pj)
yang menjerat Yusaini schagai

tersangka, Senin (16H), mantin

yang intens
berknmunikasi deagan rerdakwa
Yosafni, yang notbene sdalab
bawahan Suprapie di Dinas
Prasjaltaskim, tetaps dalam proyek
ini bertindak selaku Perugas
Pelabhsana  Teknis  Kegiatan
(PPTK) dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPR. selama tiga
beslan ). (Wisglen/mg-ben)

proyek pusat, Alasannya seder-
hana, anggaran vang semesti-
nya hisa digunakan untok
keperhuan bun, malah tersedet
untuk provek yang bukan men-
jadi kewenangan dacrah terse-
hut. Sangat jarang wla kepala
daerah yang malah mau mem-
bebankan proyek pusat ke
APBD-nya. Apalagi resabo pe-
kerjaan juga besar, termasak
terseret persoalan hukum.
Aktivis Koalisi Masyarakat
Sipnl Sunstera Barar (KMS SB),
Dt Wendra Yunaldi SH MH

provek yang scharusnya men-
puli tanggng jawab pusat dialih
kan menjadi tlanggung jawab
docrah. apalag tanpa molowati
mekanisme perisinan di Ke
mienterian Kevangan, “lni jah
pertanyaan besar dan mesti
wab dengan jelus karena
menjadi buly dari perbuatan
korup puluhan miliar. Masya
rakat mesti dibentahu alasan
dipindahkan menjads proyek
APRD. Sangat divavunyghan kalsu
pemerintah mengalihhan kewe-
pangan terschut Karena ity akan

suatu keglatan yang meru-
pakan kewenangan pusat,
daerah tdak mau melaksana-
kan dengan alasan kalas it
adalah provek yang mestinya
dibiayan pusat, “Namun ini
Lok berbeda, Apa latarnya’
Kecuali ada delegasi vleh
pemenntah pusat. atan biasa-
mya yang dibchankan ke dae-”
rah ity hanya bixya pendam-
pingan, iupun harus ada
koatrak sebelumma. Tidak
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